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BAB V1 

P E N U T U P 

6.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka dapat 

dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:  

1. Dari hasil semua dokumen perencanaan dan pengagaran yang ada 

ditemukan bahwa anggaran responsif gender sektor pendidikan di Kota 

Kupang belum diterapkan secara baik. Anggaran yang dialokasikan untuk 

sektor pendidikan digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana 

sehingga kesenjangan gender di sektor pendidikan tidak bisa teratasi 

secara baik.  

2. Melihat dari hasil persepsi para penyusun anggaran dan pemangku 

sekaligus pengambil kebijakan di sektor pendidikan terhadap persoalan 

gender masih kurang baik. Hal ini sangat terlihat jelas pada program 

atau kegiatan sektor pendidikan yang masih bersifat umum dan besaran 

anggaran yang diperuntukan di sektor pendidikan belum di alokasikan 

untuk meningkatkan kesetaraan gender. 

3. Persepsi penyusun anggaran terhadap regulasi dan kebijakan anggaran 

responsif gender masih kurang baik, ini menunjukkan bahwa mereka 

belum memahami anggaran responsif gender dan kurang tahuan 

dinas/SKPD terkait untuk mengintegrasikan isu gender ke dalam proses 

penyusunan anggaran.  
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6.2 Saran 

1. Untuk menanggulangi masalah kesenjangan gender di sektor pendidikan 

maka para penyusun anggaran baik pada Dinas PPO Kota Kupang maupun 

para penyusun anggaran di Bappeda dalam proses perencanaan program 

dan kegiatan lebih di fokuskan pada program atau kegiatan yang responsif 

gender. 

2. Dinas PPO dan Pemerintah Kota Kupang perlu meningkatkan anggaran 

untuk pelaksanaan program dan kegiatan di sektor pendidikan yang 

responsif gender. 

3. Dalam proses penyusunan anggaran, Tim Anggaran Dinas PPO perlu 

berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan sehingga dapat 

menerapkan anggaran responsif gender secara baik di sektor pendidikan. 

4. Tim Anggaran Dinas PPO perlu mengalokasikan secara khusus anggaran 

responsif gender sektor pendidikan sehingga kesenjangan gender di bidang 

pendidikan bisa teratas. 
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